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ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan salah satu wewenang yang harus
dijalankan oleh Komisi Informasi yang merupakan tugas yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini diatur dalam Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.. Meskipun  telahadal'aturan 'yang mengatur. mengenai prosedur
beracara mengenai penyeleséian sengketa informasi in1, dalam praktiknya masih saja
ditemukan beberapa ketidaksesuaian baik itu berasal dari pemohon maupun
termohon informasi publik ini. Sama halnya dalam proses penyelesaian sengketa
informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini, masih terdapat
ketidaksesuaian dengan peraturan yang telah memuat prosedur beracara dalam
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
seperti dalam penyelesaian sengketa, upaya hukum terhadap putusan komisi
informasi hingga kendala baik itu berasal dari pemohon maupun termohon informasi
publik ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Penyelesaian
Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan
Peraturan Komisi Informasi? 2. Bagaimana Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Barat? 3.Bagaimana eksekusi putusan terhadap putusan
Komisi Informasi? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris
(sosiologis), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi
dokumen. Hasil penelitian ini adalah: 1 Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara
regulasi dan praktiknya seperti: tidak ' ditaati ‘telaas panggilan oleh pihak yang
bersengketa serta tidak terpenuhinya persyaratan dalam permohonan penyelesaian
sengketa informasi 2. Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi
sebagaimana yang kita ketahui Putusan Komisi Informasi bukanlah akhir dari
penyelesaian sengketa informasi publik, masih ada upaya hukum yakni banding dan
kasasi dalam penyelesaian sengeta informasi publik. 3. Eksekusi putusan terhadap
putusan Komisi Informasi.
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